B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN
1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan  khususnya
pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara di
Kabupaten/Kota terdapat beberapa kecurangan yang telah
ditindaklanjuti dengan rekomendasi Pemungutan dan
penghitungan Suara Ulang (PSU) sebagaimana uraikan
berikut :

1.1.1. Manokwari :

a. Bawaslu Kabupaten Manokwari mengeluarkan
Rekomendasi 001/KETUA/PB-
03/HK.08/PSU/IV/2019 Tanggal 20 April 2019
adalah sebagaimana tabel berikut

TPS DILAKSANAKAN

TPS '01 WAMCEY v

V' Dilaksanakan Namun Warga

TPS '01 KAMPUNG

Melakukan Penolakan sehingga
MISAPMEISI

Nihil pada Kampung tersebut

TPS 12 ASRAMA
TECTONA 1A JALAN

CENDRAWASIH v
AMBAN RT 02 RW 01
TPS 36 SANGGENG \2
TPS 19 WOSI \2
TPS 46 KAMPUNG
BUGIS v

(Bukti PK.35.3)

b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS SEBAB

TPS '01 1) Keterlibatan Kepala Kampung (Linus
KAMPUNG Sayori) yang berada dalam bilik suara
MISAPMEISI dan mengarahkan warga untuk
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2)

3)

memilih pasangan Calon, Anggota
Legislatif, dan Anggota DPD tertentu;
Proses tahapan pemungutan suara
tidak sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan dalam peraturan
perundang undangan; pemilih tidak
membawa C6 maupun KTP, Anggota
PAM TPS juga berada dalam bilik
suara untuk membantuk mengarahkan
pemilih.

Menurut keterangan Pengawas TPS,
pada papan informasi tidak ada DPT,
tidak terdapat daftar hadir pemilih,
jumlah KPPS tidak lengkap, semua
saksi termasuk PTPS tidak
diperbolekan masuk dalam area TPS
dan hanya boleh berada diluar area
TPS; PTPS juga menyampaikan
bahwa jika ada pemilih yang memilih
tidak sesuai dengan pilihan kepala
kampung, maka kertas suaranya akan
dirampas dan dicoblos sendiri oleh
kepala kampung. Pada saat itu PTPS
bertanya dan ingin menegur terkait
ketidak sesuaian aturan dalam
TPS,maka PTPS diancam. PTPS juga
mengaku sudah menerima pukulan
sebanyak dua kali dari anggota KPPS

setempat.

1)
TPS 12
ASRAMA
TECTONA
1A JALAN | 2)
CENDRAWA
SIH AMBAN
RT 02 RW 01

KPPS sebagai penyelenggara tidak
netralitas dan berintegritas menjamin
pemilu jujur, adil, bersih dalam
menjalankan tugas.

Proses tahapan pemungutan suara
tidak sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;

adanya kesepakatan bersama antara
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KPPS dan saksi partai politik untuk
membagi rata dan mencoblos surat
suara sisa.

3) PPS yang berada di lokasi tidak
menyampaikan ataupun mencegah
terjadinya kesalahan prosedur
tersebut,justru mengintimidasi Staff
Panwaslu Distrik Manokwari Barat
(Alfed Wayeni) yang hendak
mencegah terjadinya kesalahan
prosedur tersebut.

4) Masing-masing Saksi Partai Politik
diberi kertas usara sisa sama rata
yaitu sebanyak 10 lembar, namun tiga

surat suara belum sempat digunakan.

1) KPPS sebagai penyelenggara tidak
Netral dan tidak berintergritas
menjamin Pemilu Jujur, Adol dan
bersih dalam menjalankan tugas

2) Adanya Mobilisasi masa saat pada
saat pencoblosan 17 April 2019 pada
TPS 39 yang dibuktikan dengan
rekaman Video.

3) Keterlibatan Oknum Caleg Partai
TPS 39 Demokrat Kabupaten Manokwari An.

SANGGENG Zeth Rumaiseuw

4) Proses tahapan pemungutan suara
tidak sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang — undangan.

5) Adanya indikasi organisir pencoblosan
surat suara DPRD Kabupaten dan
DPRD Provinsi oleh oknum sehingga
DPT yang terdaftar tidak bisa

menyalurkan hak pilihnya.

1) Penyelenggara KPPS memberikan surat
TPS 19

suara sebanyak 2 kali kepada Warga
WOSI

untuk memilih dengan alasan
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penyandang disabilitas, tuna netra
yang diwakili untuk memilih

2) Undangan C6 tidak dibuktikan dengan
e-KPT

3) Ketua KPPS melarang petugas PTPS
melakukan pengawasan di wilayah
TPS

4) Melakukan intimidasi terhadap PTPS

dengan cara mengusir PTPS

1) KPPS sebagai penyelenggara tidak
netralitas dan berintegritas menjamin
pemilu jujur, adil, bersih dalam
menjalankan tugas.

2) Proses tahapan pemungutan suara
tidak sesuai dengan prosedur yang

telah ditetapkan dalam ketentuan

TPS 46 peraturan perundang-undangan;
KAMPUNG adanya pergantian anggota KPPS
BUGIS tanpa pemberitahuan pada hari

pemungutan suara dimana KPPS yang
bertugas saat itu tidak sesuai dengan
daftar nama KPPS yang ada dalam SK,
sehingga mengakibatkan surat suara
tidak sah sebab tidak ditanda tangani
oleh ketua KPPS yang dilantik.

1.1.2. Sorong Selatan :
Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan 1
(satu) Rekomendasi yakni :
a. Rekomendasi : Nomor : 075/PB.09/PSU/IV/2019,
Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel

berikut
TPS DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA Vv
TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA vV
TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA vV
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(BUKTI PK.35.3):
Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS

SEBAB

TPS 01
KAMPUN
G HASIK

JAYA

1)
2)

3)

KPPS Tidak memiliki SK

Proses Tahapan Pemungutan Suara
tidak sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang undangan;

TPS 01 dengan jumlah DPT 261
pemilih, hanya digunakan 158,
sedangkan sisanya dibagikan kepada
Saksi, sehingga sebagian pemilih yang
terdaftar dalam DPT TPS 01 tidak
dapat menggunakan hak pilihnya, hal
tersebut dibenarkan oleh L.R
Nainggolan yang menyaksikan secara
langsung Pembagian Surat Suara
tersebut.Pukul 10.30 WIT, ada 40
Pemilih yang tidak terdaftar dalam
DPT maupun DPTB tetapi memiliki e-
KTP namun diluar wilayah Papua
Barat;

TPS 02
KAMPUN
G HASIK

JAYA

1)

2)

Proses Tahapan Pemungutan Suara
tidak sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang undangan;
TPS 02 dengan jumlah DPT 258
pemilih, hanya digunakan hak pilih
sebanyak 170, sedangkan Surat
suara sisa sebanyak 88 telah
dibagikan oleh Ketua KPPS kepada
saksi partai politik. Hal tersebut juga
dibenarkan oleh saksi Partai Nasdem
yang juga menyatakan bahwa
pembagian surat suara sebanyak 11
lembar untuk masing masing saksi
partai politik;

111




TPS 03
KAMPUN
G HASIK

JAYA

1) Proses Tahapan Pemungutan Suara
tidak sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang undangan;

2) TPS 03 dengan jumlah DPT 269
Pemilih, hanya digunakan hak pilih
sebanyak 157, sedangkan surat suara
sisa sebanyak 112 dibagikan kepada
Saksi Partai Politik;

112




PELAKSANAAN PSU

JENIS PEMILIHAN PSU

DILA TIDAK
DPRD
No. DESA/ DPRD JUMLA | KSAN | DILAKS
KOTA/KAB. DISTRIK No. TPS PPWP DPR DPD KAB/
KEL. PROV HTPS AKA | ANAKA
KOTA
N N
MANOKWA
1 RANSIKI WAMCEY 02 Y, Y, Y, % Y 1 1 -
RI SELATAN
DISTRIK MANOKWARI KAMPUNG
01 \Y \Y \Y v \Y;
SELATAN MISAPMEISI
ASRAMA TECTONA
1A JALAN
DISTRIK MANOKWARI
MANOKWA JENDRAWASIH 12 Y, Y, Y, \% Y,
2 BARAT 5 4 1
RI AMBAN RT 02 RW
01
MANOKWARI BARAT SANGGENG 36 Y, Y, Y, v \Y;
MANOKWARI BARAT WOSI 19 Y, Y, Y, \% Y
MANOKWARI BARAT KAMPUNG BUGIS 46 Y, Y, Y, \% Y
DISTRIK KAYAUNI KAMPUNG UDARI 01 Y,
KELURAHAN 01 Y Y, Y, \ Y,
DISTRIK KOKAS KOKAS 02 Y, Y, Y, \ \Y;
KAMPUNG SISIR 01 Y, Y, Y, \ \Y;
3 FAKFAK 12 Y, Y Y \% Y, 8 8 -
KELURAHAN
15 Y Y Y v Y
FAKFAK SELATAN
DISTRIK FAKFAK 16 Y, Y, Y, v Y
KELURAHAN
21 Y Y Y v Y

FAKFAK UTARA
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KABUPATE KAMPUNG KASIM 03 \Y; \Y; \Y; % Y
4 DISTRIK SEGET 2 2
N SORONG KAMPUNG KLAYAS 01 \Y; \Y; Y Y Y
DISTRIK MIYAH AYAPOKIAR 01 Y, Y, Y, % Y
5 DISTRIK BAMUSBAMA BAMUSBAMA 01 Y, Y, Y, % Y 3 3
TAMBARUW
WILHEM ROUMBOUTS TABAM SERE 01
01 Y Y Y Y Y
SORONG DISTRIK JAYA KAMPUNG HASIK
6 02 Y Y Y Y Y 3 3
SELATAN MOSWAREN JAYA
03 Y, Y, Y, % Y
TELUK
7 DISTRIK WASIOR KAMPUNG RADO 01 \Y \Y \Y V \Y 1 1
WONDAMA
KELURAHAN
28 \Y \Y \Y \Y \Y
KAIMANA KOTA
05 \Y \Y \Y \Y \Y
8 KAIMANA DISTRIK KAIMANA KELURAHAN 15 \Y \Y \Y \Y \% 6 6
KROOY 20 \Y \Y \Y V \Y
21 \Y \Y \Y V \Y
KAMPUNG TRIKORA 3 \Y \Y \Y V \Y
JuU
ML 8 16 21 29 28 27 27 27 27 29 28
AH
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1.2. PENGAWASAN REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI PAPUA
BARAT

1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi
Papua Barat Nomor : 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019
perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019, yang
dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 di Meridien Ballroom

Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun

Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat
98315 Indonesia, pada intinya Pada tanggal 07 May 2019

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD

RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019 dimulai pada

pukul 11.00 WIT dibuka oleh ketua KPU Provinsi Papua

Barat sdr. Amos Atkana dan di hadiri oleh 3 Komisioner
lainnya, Setelah melakukan pembukaan pleno, kemudian

ketua KPU Provinsi Papua Barat mulai memberikan
kesempatan untuk KPU Kabupaten/Kota untuk
membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota,
dimana Diawali dari KPU Kabupaten Raja Ampat dalam
penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak

ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon
anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, berikutnya KPU Kabupaten Teluk

Wondama dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan
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lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik
dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten
kemudian dilanjutkan dengan KPU Kabupaten
Pegunungan Arfak dan ada keberatan dari Partai
Kebangkitan Nasional tetapi tidak disertai bukti sehingga
tidak memenuhi syarat formil dan materil, berikutnya
Kabupaten Kaimana dalam penyampaian hasil
rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari
Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR R,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,
berikutnya Kota Sorong dalam penyampaian hasil
rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari
Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR R,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,
berikutnya Kabupaten Manokwari Selatan dalam
penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak
ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon
anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota,berikutnya Kabupaten Tambrauw dalam
penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak
ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon
anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong dalam
penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak
ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon
anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong Selatan
dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan

tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi
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calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Teluk Bintuni
dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan
tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi
calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota  selanjutnya dilanjutkan pembacaan
hasil rekapitulasi KPU kabupaten Manokwari pada
pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten
Manokwari sempat terhenti karena pihak KPU Manokwari
membacakan hasil rekapitulasi yang tidak sesuai dengan
yang dipegang oleh bawaslu dan saksi yang hadir
sehingga pleno di skors untuk KPU Kabupaten
Manokwari menyiapkan kembali dan membaca ulang
dengan hasil yang sesuai dengan Bawaslu Kabupaten
Manokwari dan saksi yang telah disahkan, berikutnya
KPU Kabupaten Fak Fak dalam penyampaian hasil
rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari
Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR R,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan
yang terakhir pembacaan hasil rekapitulasi KPU
Kabupaten Maybrat pada saat pembacaan perolehan
suara calon anggota DPD RI Bawaslu Papua Barat
menemukan perbedaaan dengan data formulir model
DB1 yang dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten
Maybrat yang sudah ditanda tangani oleh anggota KPU
Maybrat dengan para saksi (pertanggal 14 Mei 2019)
berbeda dengan data formulir model DB1 yang diperoleh
Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu di
kabupaten Maybrat dan belum di tanda tangani oleh

anggota KPU Maybrat dan para saksi, sehingga Bawaslu
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Papua Barat melakukan interupsi dan
merekomendasikan untuk data dikembalikan sesuai
dengan hasil pleno yang telah dilakukan di Kabupaten
Maybrat pada tanggal 13 Mei 2019 malam. perbedaan
data formulir model DB1 ini juga di protes oleh calon
anggota DPD an. Abdullah Manaray No. Urut 21 dan
No.urut 29 calon anggota DPD Sofia Maipauw, sehingga
KPU Papua Barat memerintahkan KPU Maybrat untuk
membacakan hasil pleno yang sudah dikembalikan ke
hasil perolehan suara yang benar yaitu hasil pleno yang
dilakukan tanggal 13 Mei 2019 malam hari di kabupaten
Maybrat. Dan selanjutnya rapat pleno dilanjutkan kembali
dan terdapat keberatan dari calon anggota DPD Abdullah
Manaray, dan Sofia Maipauw terhadap rekapitulasi
perolehan suara di kabupaten Maybrat sehingga KPU
Papua Barat mempersilahkan para saksi mengisi form
DC2 keberatan dan dilampirkan bukti namun calon
anggota DPD nomor urut 21 tidak mengisi keberatan dan
menuntut untuk menghitung seluruh TPS di maybrat
sehingga rapat sempat mengalami keterlambatan
kemudian KPU papua barat mengesahkan hasil pleno
untuk pemilihan calon anggota DPD sehingga dalam
pengesahanya saksi calon anggota DPD Nomor urut 21
abdullah manaray tidak setuju dan melakukan walkout.
Sedangkan keberatan berikutnya dari saksi parpol dan
calon anggota DPRD provinsi papua barat dari partai
Hanura(an. Jhon Asmuruf), Demokrat(an. Pieter Konjol),
Golkar(Alexander Silas E. Dedaida) dan Gerindra
mengajukan keberatan atas hasil jenis surat suara DPRD

Papua Barat Dapil 4 namun mereka tidak dapat
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menunjukan bukti yang kuat untuk dilakukan koreksi dan
meminta untuk menghitung ulang formulir C1 plano.
sehingga KPU Papua Barat berpendapat bahwa rapat
pleno rekapituasi telah sesuai dengan hasil formulir DB1
yang telah diberikan ke saksi peserta pemilu dan bawaslu
maybrat, selanjutnya KPU papua barat mengesahkan
hasil rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan
DPRD provinsi papua barat. kemudian pada pukul 02.00
Wit bertempat di Aston Niu Hotel Manokwari &
Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, JI. Esau Sesa
Manokwari Papua Barat 98315, KPU Papua Barat
melakukan  pemusnahan formulir DB1 sertifikat
rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPD
dari setiap kecamatan di kabupaten Maybrat yang
tertanggal 14 Mei 2019 disaksikan oleh komisioner KPU
papua barat, Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta
pemilu yang hadir dan pleno ditutup pada tanggal 16 Mei
2019 pukul 03.10 Wit dengan hasil : (Bukti PK.35-2 dan
PK.35-9)
1.2.1.1. Pasangan Calon 01 Ir. H. JOKO WIDODO -
Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN memperoleh
suara 508.997 dan Pasangan Calon 02 H.
PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA
SALAHUDDIN UNO memperoleh suara
128.732
1.2.1.2. Rekapitulasi DPR RI Partai Kebangkitan
Bangsa 29.843, Partai Gerakan Indonesia Raya
73.961, Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan 101.713, Partai Golongan Karya
103.012, Partai Nasdem 109.157, Partai
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1.2.1.3.

1.2.1.4.

Gerakan Perubahan Indonesia 3.391, Partai
Berkarya 11.016, Partai Keadilan Sejahtera
16.162, Partai Persatuan Indonesia 20.010,
Partai Persatuan Pembangunan 8.089, Partai
Solidaritas Indonesia 6.919, Partai Amanat
Nasional 26.429, Partai Hati Nurani Rakyat
15.750, Partai Demokrat 68.147, Partai Bulan
Bintang 3.891, Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia 3.617

Rekapitulasi DPD Abdullah Manaray, ST.
memperoleh suara 66.949 , Amos Lukas
Watori, SH. 21.017 ,Filep Wamafma, SH.,
M.Hum. 83.174 ,Jacob Esau Komigi, SH., MM.
memperoleh suara 66.172 ,Kariadi, SH., MH.
memperolen suara 30.790 ,Mamberob
Yosephus  Rumakiek, S.Si., M.Kesos.
memperoleh suara 85.062 , M. Sanusi
Rahaningmas, S.Sos. , M.MSip. memperoleh
suara 70.232 , Sirajudin, SH. memperoleh
suara 35.360 , Sofia Maipauw memperoleh
suara 54.960, Yance Samonsabra, SH.
memperoleh suara 80.000

Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 1 Partai
Kebangkitan Bangsa 3.355, Partai Gerakan
Indonesia Raya 13.817, Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan 24.485, Partai Golongan
Karya 21.708, Partai Nasdem 31.029, Partai
Gerakan Perubahan Indonesia 4.239, Partai
Berkarya 3.566, Partai Keadilan Sejahtera
9.455, Partai Persatuan Indonesia 11.292,
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1.2.1.5.

1.2.1.6.

Partai Persatuan Pembangunan 1,338, Partai
Solidaritas Indonesia 6.815, Partai Amanat
Nasional 7.938, Partai Hati Nurani Rakyat
9.603, Partai Demokrat 9.240, Partai Bulan
Bintang 2.209, Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia 16.153

Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 2 Partai
Kebangkitan Bangsa 5.942, Partai Gerakan
Indonesia Raya 10.523, Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan 18.760, Partai Golongan
Karya 17.239, Partai Nasdem 13.411, Partai
Gerakan Perubahan Indonesia 584, Partai
Berkarya 2.678, Partai Keadilan Sejahtera
5.725, Partai Persatuan Indonesia 3.039, Partai
Persatuan Pembangunan 1.198, Partai
Solidaritas Indonesia 695, Partai Amanat
Nasional 7.528, Partai Hati Nurani Rakyat 3.173
Partai Demokrat 12.574, Partai Bulan Bintang
1.793, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
6.255

Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 3 Partai
Kebangkitan Bangsa 3.089 , Partai Gerakan
Indonesia Raya 7.650, Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan 11.247, Partai Golongan
Karya24.881 , Partai Nasdem 7.619, Partai
Gerakan Perubahan Indonesia 1.583 , Partai
Berkarya 5.192, Partai Keadilan Sejahtera
3.547 , Partai Persatuan Indonesia 3.212, Partai
Persatuan Pembangunan 146, Partai

Solidaritas Indonesia 923, Partai Amanat
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1.2.1.7.

1.2.1.8.

Nasional 6.123, Partai Hati Nurani Rakyat
7.446, Partai Demokrat 12.424, Partai Bulan
Bintang 1.625, Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia 1.708;

Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 4 Partai
Kebangkitan Bangsa 2.459, Partai Gerakan
Indonesia Raya 7.113, Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan 7.009, Partai Golongan
Karya 15.977, Partai Nasdem 18.529, Partai
Gerakan Perubahan Indonesia 1.494, Partai
Berkarya 2.422, Partai Keadilan Sejahtera
3.799, Partai Persatuan Indonesia 800, Partai
Persatuan Pembangunan 101, Partai
Solidaritas Indonesia 971, Partai Amanat
Nasional 5.831, Partai Hati Nurani Rakyat 8.249
Partai Demokrat 26.658, Partai Bulan Bintang
93, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
2.296

Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 5 Partai
Kebangkitan Bangsa 6.920, Partai Gerakan
Indonesia Raya 6.656, Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan 20.161, Partai Golongan
Karya 20.718, Partai Nasdem 19.239, Partai
Gerakan Perubahan Indonesia 1.039, Partai
Berkarya 2.088, Partai Keadilan Sejahtera
3.122 , Partai Persatuan Indonesia 8.663, Partai
Persatuan Pembangunan 2.416, Partai
Solidaritas Indonesia 2.731, Partai Amanat
Nasional 7.775, Partai Hati Nurani Rakyat 7.635
Partai Demokrat 10.832, Partai Bulan Bintang
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1.2.2.

1.2.3.

304, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
3.142

1.2.1.9. Rekapitulasi tingkat provinsi mengalami
kemunduran menjadi tanggal 15 Mei 2019 yang
sebelumnya ditentukan dari tanggal 7 - 12 Mei
2019 dikarenakan menunggu pleno tingkat
kabupaten/kota yang belum selesai melakukan
pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota;
(Bukti PK.35-9)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi
Papua Barat Nomor: 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019
perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019, yang
dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan
tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Meridien Ballroom
Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun
Hill, Blok B-3, JIl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat
98315 Indonesia, KPU Papua Barat telah menetapkan
hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu
tahun 2019, sesuai dengan form model DC.KPU Berita
Acara Nomor : 637/PL.08-BA/ 92/PROV/V/2019 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Bukti PK.35-1)

Bahwa sebelum hari pemungutan suara Bawaslu Provinsi

Papua Barat telah mengeluarkan Surat kepada Bawaslu
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1.3.

Kabupaten/Kota dengan Nomor

017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019
perihal Instruksi Pengawasan  Menjelang  Hari
Pemungutan Dan Penghitungan Suara (Bukti PK.35-6)

1.2.4. Bahwa setelah hari pemungutan suara Bawaslu Papua
Barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota dengan Nomor:
019/K.PB/PM.00.01/1V/2019 tanggal 23 April 2019
tentang Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model
C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019
(BUKTI PK.35-7)

1.2.5. Bahwa sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi
penghitungan suara bawaslu papua barat telah
mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
dengan Nomor : 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02
Mei 2019 perihal instruksi Pengawasan Pelaksanaan
Rekapitulasi Penghitungan Suara (BUKTI PK.35-8)

BAHWA BERDASARKAN HASIL PENCEGAHAN DAN
PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SEBAGAI
BERIKUT :
1.3.1. Manokwari
Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah melakukan
fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan
melakukan sbb ;
1.3.1.1. Bawaslu kabupaten Manokwari telah
menempatkan 354 orang Pengawas TPS (PTPS)
yang disebar dan bertugas di masing-masing
TPS disetiap kelurahan di kecamatan Manokwari

Barat.
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1.3.1.2. Dalam melakukan tugasnya PTPS dibantu

Panitia Pengawas (Panwas) tingkat
kelurahan/desa mengisi form A Pengawasan
yang memuat ;

a. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

b. Informasi Dugaan Pelanggaran

c. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran

d. Fakta dan Keterangan

Sehingga apabila terjadi kecurangan atau salah
hitung, maka akan dilaporkan oleh PTPS kepada

Panwaslu kelurahan.

1.1.5. Sorong selatan

Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1.15.1.

2.1.6.1.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu bahwa
Proses tahapan Perhitungan dan rekapkitulasi
perolehan suara dari tingkat PPS, Distrik,di dapil 3
Kabupaten Sorong Selatan, keseluruhan tidak ada
keberatan yang disampaikan pada saat rapat Pleno
dilaksanakan.
Bahkan dalam rapat pleno tingkat kabupaten,
Bawaslu menyampaikan rekomendasi luar biasa
kepada KPU untuk menyerahkan DAl kepada
Bawaslu dan saksi partai sebelum rapat pleno
dilanjutkan dalam penyampaian hasil oleh PPD dan
hal tersebut di tanggapi baik oleh KPUD Kabupaten
Sorong Selatan. Maka selanjutnya Rapat Pleno

dapat berjalan dengan baik sampai selesai.
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2.1.6.2. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan

Rekapitulasi Suara;

a. Berdasarkan dalil pemohon terhadap peroleh
suara keseluruhan partai politik dapil 3 distrik
kais, distrik metemani, distrik inanwatan,distrik
kokoda ,dan distrik kokoda utara kabupaten
sorong selatan
Salinan Bukti DAl

N Hasil Pengawasan Bawaslu
ama

_ mete | inanw | Kok | Kokod | Jumiah
Partai | Kais .

mani | atan oda | a Utara

Pkb 45 320 | 358 824 | 134 1.681
Gerin | 8 66 71 746 | 146 1.037
dra
Pdip 80 405 | 368 793 | 72 1.693
Golkar | 537 | 405 | 220 237 | 490 1.889
Nasde | 237 | 32 186 358 | 23 836
m
Garud | 3 6 6 25 0 40
a
Berkar | 25 290 | 99 221 |1 636
ya
Pks 74 30 63 877 | 41 1,085
Perind | 13 1 23 134 | 385 556
0]
Ppp 1 7 10 520 | O 538
Psi 0 4 26 10 2 42
PAN 42 215 482 146 | 126 1010
HANU | 412 | 212 166 129 | 630 1549
RA
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DEM |391 |146 | 100 101 |11 1662

OKRA 4

-

PBB |0 3 13 7 20 43

PKPI |0 11 | 101 104 |0 216
b. Berdasarkan Klarifikasi bawaslu kabupaten

sorong selatan terhadap panwas distrik kais,
distrik metemani,distrik inanwatan,distrik kokoda
dan distrik kokoda utara tidak ada keberatan
saksi yang disampaikan pada pleno tingkat
distrik.

Bahwa berdasarkan Tabulasi Suara sebagian
Partai Politik didistrik Kokoda Utara berdasarkan

fersi pertama dan fersi kedua.

Perolehan Suara
Partai dan Caleg di
Nama Kokoda Utara Hasil
Partai Pengawasan
Versi Versi
Pertama Kedua
Hanura 696 630 630
PKS 40 41 41
Gerindra 0 146 0
PAN 229 125 125

d. Sesuai hasil pengawasan Bawaslu Jumlah

Perolehan Suara Partai PAN di 12 (dua belas)
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TPS distrik KOKODA UTARA berdasarkan C1

salinan sebagai Berikut

Perolehan Suara
Nama
TPS Suara| Suara | <eterangan
Caleg | Lambang
Udagaga
989 15 0
01
Udagaga
0 0
02
Kayu biro
0 0
01
Kayu biro
y 0 0
02
Adona 01
Adona 02 0 0
Benawa .
50 0 Bukti = C1
Dua
Atori 18 0
Kamundan
Dua 5 0
Kamundan
Satu 0 0
Karirif 26 1
Bubuko 11 0
Jumlah 125 1 126

e. Dari hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan C1
partai PAN memperoleh Keseluruhan Suara
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sebanyak = 126 Suara di distrik KOKODA
UTARA

Bahwa berdasarkan dalil pemohon terdapat
tabulasi suara sebagai partai politik distrik kokoda
utara berdasarkan versi pertama dan versi kedua

adalah

Salinan bukti DB1 distrik kokoda utara versi

pertama
Hasil Pengawasan
pemohon | termohon Bawaslu
Nama Partai
Kokoda i
Versi pertama Bukti
Utara
Hanura 696 630 630 Bukti.DB1
PKS 40 41 41 Bukti.
DB1
Gerindra 0 146 146 Bukti DB1
PAN 229 125 125 Bukti C1

. Berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten
sorong selatan pada pleno tingkat kabupaten
terjadi keberatan saksi PKS di ruang pleno terjadi
kehilangan suara partai PKS dan kehilangan
suara dari partai PAN berdasarkan bukti hasil
pengawasan dan berdasarkan BUKTI Cl1
sertivikasi hasil saksi partai PKS meminta agar
membaca CL1 plano.

. Berdasarkan Klarifikasi bawaslu kabupaten
sorong selatan terhadap kpu dan PPD distrik
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kokoda utara di ruang pleno,bawaslu
menyampaikan  rekomendasi lisan  untuk
menbacakan C1 plano berdasarkan kebertan
saksi partai PKS.

Bukti Salinan DB1 versi kedua

Hasil
pemo | termo Pengawasan
Nama hon hon Bawaslu
Partai
Kokoda -
Versi kedua Buki
Utara
Hanura 630 630 630 Bukti
DB1
PKS 41 41 41 Bukti
DB1
Gerindra 146 146 146 Bukti
DB1
PAN 125 125 125 Bukti
Ci1

Berdasarkan pengawasan bawaslu sorong
selatan pada pleno terjadi pembetulan angka
perolehan suarat partai sesuai C1 salinan di Tps
distrik kokoda utara tidak ada keberatang oleh
saksi partai politik dan para saksi menandatangi

BA rekapitulasi.
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2. KETERANGAN MENGENAI PENANGANAN PELANGGARAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA BESERTA TINDAK LANJUTNYA.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanah Undang Undang dalam

upaya untuk tegaknya norma norma hukum secara nyata, maka

sejatinya Penegakan Hukum Pemilu telah dilakukan oleh Bawaslu Se-

Papua Barat., Hal tersebut ternilai pada penerimaan dan tindak lanjut

temuan dan laporan pelanggaran pada masing masing tingkatan

Bawaslu Se- Papua Barat. Berikut kami uraikan beberapa Temuan dan

Laporan Pelanggaran di Wilayah Papua Barat adalah sebagai berikut:

2.1. Provinsi Papua Barat
2.1.1. Temuan Nomor : 001/LHP/PB/PM.00.01/111/2019.

2.1.2.

tanggal temuan dimaksud adalah perihal adanya
Keikutsertaan anak anak dalam Pelaksanaan Kampanye
di Lapangan Borarsi pada tanggal 27 Maret 2019, serta;
Terdapat Keikutsertaan Pejabat Wakil Gubernur Provinsi
Papua Barat atas nama Mohamad Lakotani yang belum
menyerahkan isi cuti kampanye kepada Bawaslu Provinsi
Papua Barat. Yang bersangkutan yakni saudara
Mohamad Lakotani ikut pada Kampanye Calon Wakil
Presiden nomor urut 02 Bapak Sandiga Salahudin Uno di
Manokwari. temuan dimaksud kemudian ditindaklanjuti
dengan pemanggilan dan klarifikasi terhadap Ketua
Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua
Barat. [ Bukti PK.35. 4]

Atas hasil kajian, Bawaslu Provinsi Papua Barat
mengeluarkan Surat Teguran kepada Tim Badan
Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat.
Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019.
Tanggal 9 Maret 2019, Perihal Dugaan Penghilangan 10

(sepuluh) Suara Sah Partai PDIP Perjuangan Indonesia
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2.1.3.

pada Saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Tambrauw.
Laporan tersebut disampaikan oleh Pelapor atas nama
Oktavianus Sawia kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat
pada tanggal 9 Mei 2019 [ Bukti PK.35-.5]. Bahwa untuk
menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua
Barat telah menanyakan permasalahan tersebut pada
saat jalannya pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan suara di tingkat Provinsi khusus
tepat pada pembacaan hasil rekapitulasi hasil
penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw.
Bahwa atas pertanyaan dugaan pelanggaran
sebagaimana dilaporkan, Pimpinan Pleno rekapitulasi
hasil penghitungan dan perolehan suara KPU Provinsi
Papua Barat pada intinya menjelaskan bahwa karena
permasalahan yang dilaporkan dan disampaikan adalah
jenis pemilihan DPRD Kabupaten/kota, atas dasar
rujukan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2019, yang mengatur tentang tata cara
pemungutan dan rekapitulasi penghitungan perolehan
suara. dengan demikian maka permasalahan
sebagaimana  dilaporkan tidak memiliki  ruang
penyelesaian di tingkat Pleno di KPU Provinsi.

[ Bukti PK.35- 9]

Selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Provinsi
Papua Barat melimpahkan Laporan pelanggaran yang
sudah terpenuhi syarat formil dan materil tersebut untuk

dapat ditindaklanjuti di Bawaslu Kabupaten Tambrauw

Laporan Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019
tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di
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tingkat KPU Kabupaten Maybrat. Laporan Pelapor atas
nama Jhon P Asmuruf dan Alexander. S.E. Dedaida
disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat,
kemudian untuk dapat melengkapi syarat formil dan
materi  sehingga laporan  pelapor  Nomor
003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 diregistrasi dengan
Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 Pada
Tanggal 22 Mei 2019. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua
Barat kemudian menindalanjuti Laporan Pelapor dengan
memanggil dan mengklarifikasi terlapor yakni Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU
Kabupaten Maybrat  serta  Kassubag  Teknis
Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat.

(Bukti. 35-10 Sampai dengan Bukti PK.35-17)

Bahwa untuk membuktikan laporan dugaan pelanggaran
di tingkat KPU Kabupaten Maybrat, Bawaslu Provinsi
Papua Barat juga menyandingkan Berita Acara klarifikasi
Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan
dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu
Kabupaten Maybrat terhadap Oktavianus Pagirik. ( Bukti
PK.35-18), selain itu serta rekamanan audio percakapan
suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara
Pemilu KPU Kabupaten Maybrat, yakni Oktavianus
Panggirik ( Bukti PK.35-19).

Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua Barat
memanggil Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat yakni
Saudara Semuel Way dan Farli Sampe Toding Rego
untuk dimintai keterangan terkait Audio bukti percakapan
antara saudara Farli Sampe Toding Rego dan Oktavianus
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2.1.4.

Panggirik, serta mengklarifikasi dokumen yang
diserahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat
pada saat pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Papua Barat,
selain itu jJuga mengklarifikasi beberapa penyataan yang
disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat.
(Bukti PK.35-20) ( Bukti PK.35-21)

Bahwa terhadap keseluruhan hasil klarifikasi
ditemukan adanya perubahan pengakuan hasil
penghitungan perolehan suara di tingkat KPU
Kabupaten Maybrat,. sehingga dengan demikian
berdasarkan hasil kajian yang dapat dikesimpulkan
bahwa pelanggaran tersebut juga menggandung dugaan
pelanggaran kode etik sehingga Bawaslu Papua Barat
telah meneruskan Laporan Pelanggaran Nomor
003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 ke Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Terlapor
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris
KPU Kabupaten Maybrat serta Kasubbag Teknis
Penyelenggara Pemilu ( Bukti PK.35-23) ( Bukti PK.35-
24). Selanjutnya khusus untuk keseluruhan penjelasan
terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap perbuatan
perubahan perolehan suara pemilu di Tingkat KPU
Kabupaten Mayrat telah terjelaskan pada kajian dugaan
pelanggaran Pemilu Nomor
003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni
2019. ( Bukti PK.35-22).

Laporan Nomor : 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019.
Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud
Indow. terhadap laporan tersebut hingga batas waktu

perbaikan, pelapor tidak dapat memenuhi syarat formil
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2.1.5.

2.1.6.

dan materil sehingga laporan pelapor tidak dapat
diregistrasi. ( Bukti PK.35-25);

Laporan Nomor : 004/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki
kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan
003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019,
perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten
Maybrat. (Bukti. 35-10).

Laporan Nomor : 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019
tanggal 20 Mei 2019 perihal terkait Anggota PPD Distrik
Manokwari Barat menyalin C1 Plano ke DA1, sementara
hasil sudah di pleno di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi
Papua Barat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti
dengan pelimpahan ke Bawaslu Kabupaten Manokwari
dengan Surat Pelimpahan Nomor
:042/K.PB/HK.08/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 ( Bukti
PK.35-26) ( Bukti PK.35-27).

Laporan Nomor : 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 tanggal
24 Mei 2019. Atas nama Pelapor Pieter Konjol, SE., MA.
Tidak diregistrasi karena perbaikan laporan pelapor yang
diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat telah
melebihi batas waktu perbaikan laporan dugaan
pelanggaran. dengan demikian laporan pelapor tidak
dapat dapat diregistrasi. ( Bukti PK.35-28);

Laporan Nomor : 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki
kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan
003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019,
perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten
Maybrat. (Bukti PK.35-10).
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2.2.

Bahwa Data penanganan pelanggaran di Bawaslu
Kabupaten/Kota se — Papua Barat yang erat kaitanya dengan
permasalahan yang diadukan adalah sebagai berikut :
2.2.1 Kabupaten Manokwari
Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah menemukan
adanya kecurangan yang dilakukan oleh komisioner PPK
kecamatan Manokwari Barat, dengan keterangan
sebagai berikut ;
2.2.1.1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 KPUD
kabupaten Manokwari melakukan Rapat Pleno
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat
kabupaten yang disaksikan oleh saksi — saksi
Partai Politik. Pada saat Pleno berlangsung,
Komisioner PPK membacakan dokumen DA.1
Sertifikat Hasil Perolehan Suara di tingkat
kecamatan Manokwari Barat. Tetapi pada saat
Pleno berlangsung, DA.1 yang dibacakan oleh
PPK tidak sesuai dengan DA.1 yang dibagikan
kepada Panwaslu kecamatan dan dan tidak
sesuai dengan dokumen DAA.1 tingkat
kelurahan di kecamatan Manokwari Barat. Oleh
karena itu Bawaslu kabupaten Manokwari
kemudian mengeluarkan Rekomendasi yang
dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019, yang
isinya meminta kepada KPU kabupaten
Manokwari agar melakukan ;
a. Pengecekan dan Pembetulan Rekapitulasi
Tingkat Kecamatan(DA.1) disesuaikan

dengan Rekapitulasi Tingkat Kelurahan
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(DAA.1) sesuai Pasal 380 UU no 7 tahun
2019

b. Menjatuhkan sanksi kepada PPK sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
(Bukti PK 35.2-12)

2.2.1.2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu

2.2.1.3.

2.2.1.4.

kabupaten Manokwari, Pleno KPU kabupaten
Manokwari pada tanggal 11 Mei 2019, PPK
membacakan data DA.1 Sertifikat Hasil
Perolehan Suara kecamatan Manokwari Barat
yang asli sesuai dengan rekapitulasi DAA.1
Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB
tingkat kelurahan. Hasil rekapitulsi DA.1 ini
kemudian dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat
Hasil Perolehan Suara DPRD PB.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Temuan
tanggal 10 Mei 2019 tersebut, Bawaslu
kabupaten Manokwari kemudian  telah
melakukan pemanggilan klarifikasi kepada 3
(tiga) orang komisioner PPK dan setelah melalui
Rapat Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu
diputuskan untuk dilanjutkan ke tahap
Penyelidikan kemudian pada tanggal 21 Mei
2019 ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

(Bukti 35.2-13)

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan oleh
kepolisian yang disampaikan pada materi Gelar
Perkara Dalam Rangka Penetapan Tersangka
tanggal 27 Mei 2019, dapat diketahui bahwa
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2.2.1.5.

2.2.1.6.

2.2.1.7.

oknum PPK telah dengan sengaja melakukan
perubahan perolehan suara dengan cara
menambahkan suara ke beberapa calon
legislatif tertentu yang diantaranya adalah
Editha Helena Warikar dan Imanuel Yenu
dengan cara mengurangi perolehan suara dari
calon legislatif yang dianggap tidak lolos. (Bukti
PK 35.2-14)

Bahwa berdasarkan BAP tersangka a.n AMROS
EDISON MNAO ( selaku ketua ), sdr. ISHAK
MARAN (Anggota), sdr. PILEMON ARIKS
(Anggota), dapat diketahui bahwa perubahan
perolehan suara dilakukan pada data DA.1
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang
dibacakan pada Pleno KPU tingkat kabupaten
Manokwari tanggal 10 Mei 2019, yang mana
data tersebut telah diakui oleh komisioner PPK
adalah bukan data sebenarnya melainkan data
rekayasa.

Bahwa berdasarkan pengakuan oknum PPK
dalam BAP Polisi Sentra Gakkumdu diketahui
bahwa data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan
Suara Kecamatan Manokwari Barat yang benar
adalah yang dibacakan pada tanggal 11 Mei
2019 dan telah dituangkan dalam form DB.1
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kabupaten
Manokwari.

Bahwa sesuai dengan keterangan pada Berita
Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Sentra
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Gakkumdu di kantor Bawaslu Kab. Manokwari,

Oknum PPK telah menerangkan sbb :

a.

Bahwa terhitung sejak tanggal 19 April 2019
sampai dengan tanggal 08 Mei 2019,
Komisioner PPK / PPD Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari atas nama sdr.
AMROS EDISON MNAO ( selaku ketua ),
sdr. ISHAK MARAN (Anggota), sdr.
PILEMON ARIKS (Anggota), sdr.
YONATAN MUNSTER (Anggota), dan sdri.
VANI KOROWA (Anggota) mengadakan
Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan
Suara  tingkat Kelurahan dan tingkat
Kecamatan di Gedung Wanita, gedung PKK
dan Kantor Kecamatan Manokwari Barat,
bersama — sama dengan para saksi Partai
Politik yang memiliki Surat Mandat dari
Ketua Partai Politik serta Panwas
Kecamatan Manokwari Barat

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019
sekitar pukul 23.00 wit, Rapat Pleno tingkat
Kelurahan dan Kecamatan Manokwari Barat
telah selesai di laksanakan, dan selanjutnya
terjadi kesepakatan bersama antara
komisioner PPK bersama dengan saksi
Partai Politik dan Panwas Kecamatan
Manokwari Barat untuk menunda
penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno
tingkat Kelurahan serta Blangko DAA.1
(Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat
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Kelurahan) sekaligus dengan
penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno
Tingkat Kecamatan Manokwari Barat dan
Blangko DA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan
Suara tingkat Kecamatan) pada besok hari
(Kamis tanggal 09 Mei 2019 pukul 10.00 wit)
Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei
2019, beberapa Partai Politik mendatangi
kantor Kecamatan Manokwari Barat (salah
satunya adalah partai Perindo Kabupaten
Manokwari) mendatangi Kantor Kecamatan
Manokwari Barat dan menandatangani
Berita Acara serta Formulir DAA 1 yang
telah di print oleh Komisioner PPK
Manokwari Barat sebanyak 1 (satu) lembar
untuk Arsip Komisioner PPK, sedangkan
terhadap Partai Politik hanya di berikan Soft
copy dalam Flashdisc masing — masing
Partai yang membawanya saat itu,
sedangkan dari pihak Panwaslu kecamatan
Manokwari Barat tidak menandatanganinya
dan memilik soft copy data DAA 1 tersebut,
dikarenakan Panwas Kecamatan
Manokwari Barat atas nama NICODEMUS
RAWAR (ketua) dalam kondisi SAKIT.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019
sekitar pukul 11.00 wit, Komisioner PPK
mengantarkan kotak suara ke kantor KPU
Manokwari yang terletak di Jalan Merdeka

Manokwari, dan saat itu juga 3 (tiga) orang
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Komisioner PPK Manokwari Barat atas
nama sdr. AMROS EDISON MNAO (Ketua),
sdr. ISHAK MARAN (Anggota), sdr.
PILEMON ARIKS (Anggota), telah berada di
kantor KPU Manokwari dalam rangka
persiapan Rapat Pleno Pembacaan hasil
Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah
tertuang dalam Berita Acara dan salinan
Formulir DA.1
e. Bahwa sekitar jam 16.00 wit, pada saat
sidang pleno hendak di mulai, massa
pendukung Caleg tertentu, membuat
keributan di depan halaman kantor KPU dan
meminta kepada KPU agar membuka
kembali seluruh kotak suara dari DAPIL Il
Manokwari, sehingga Sidang Pleno saat itu
ditunda oleh Ketua KPU Manokwari pada
besok hari (Jumat tangggal 10 Mei 2019)
pukul 14.00 wit.
2.2.1.8. Bahwa saat keterangan ini dibuat kasus
tersebut sedang ditangani oleh Sentra
Gakkumdu dan P-21 di Kejaksaan Negeri
Manokwari. (Bukti PK 35.2-15)

2.2.3. SORONG SELATAN
Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu,

Laporan dan Temuan dengan rincian sebagai berikut:
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2.2.3.2.

2.2.3.3.

2.2.3.4.

Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor :
001/BSS/1V/2019 tangga 2 April 2019 atas nama
Pelapor Ayub lek perihal Saksi dan KPPS membagi-
bagikan Surat Suara Lebih untuk di Coblos.
Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten
Sorong Selatan laporan yang diajukan oleh Sdr Ayub
lek memenuhi syarat Formil dan Materil. Sehingga
Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menindaklanjuti
dengan klarifikasi serta pemeriksaan Barang Bukti.
Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan
pelanggaran tersebut diatas telah diteruskan dengan
Rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang*)di 3
(tiga) TPS pada Distrik Moswaren. * (Bukti. PK
35.4.6)

Laporan  Partai  Polittk tentang terjadinya
penyimpangan Rekapitulasi Surat Suara Oleh KPPS
dan PPD Distrik Teminabuan dan Distrik Saifi,
sehingga ditindaklanjuti dengan Rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor

082/PB-9/KETUA/HK.01.00.01/v/2019 "Perihal’
Pembukaan Kotak dan Perhitungan Ulang Surat
Suara DPRD Kabupaten Sorong Selatan, 58 TPS
Distrik Teminabuan dan 2 TPS Distrik Saifi. (Bukti.

PK 35.4.6)

Bahwa Bawaslu telah menyelesaikan Laporan
Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan
oleh Abdul Razak Pimpinan Partai Perindo pada
tanggal 02 Mei 2019, setelah dilakukan kajian awal
oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Bahwa
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laporan yang diajukan oleh sdr. Abdul Razak tidak
memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga tidak
dapat dilanjutkan, (Bukti : Pk 35.4.5.1)
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